
BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN PEMBERIAN 

GAJ I , TUNJANGAN KETIGA B E L A S BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT 

NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, 

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 

10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Gorontalo Utara tentang Teknis Pemberian 

Tunjangan Hari Raya, dan Pemberian Gaji, Tunjangan 

Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. 

KABAN 
KEUANGAN 

KABAG 
HUKUM 
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Mengingat : 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4060) ; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4687); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 

Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegavai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Tun jangan Hari Raya kepada Pegawai 

Negeri Sipil, P ra ju r i t T en ta ra Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, Penerima Pens iun, dan Penerima 

T u n j a n g a n (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6349); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Nomor 238); 
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13. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 364) 

Menetapkan : P E R A T U R A N BUPATI GORONTALO UTARA 

T E N T A N G PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARI RAYA DAN PEMBERIAN GAJ I , 

TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo 

Utara. 

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten 

Gorontedo Utara. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri . 

5. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara 

teratur kepada PNS/CPNS dan Angota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. 

6. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja 

MEMUTUSKAN 
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kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 

suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan. 

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat 

lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber 

dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen 

lain yang dipersamakan; 

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan 

Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara selaku Bendahara 

Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

berdasarkan SPM. 

BAB I I 

TUNJANGAN HARI RAYA 

Bagian Kesatu 

Pemberian 

Pasal 2 

(1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan 

Tunjangan Hari Raya. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk : 

a. PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo Utara; 

b. PNS/CPNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan 

/diperbantukan pada instansi pemerintah Kabupaten 

Gorontalo Utara; 

c. PNS Kabupaten Gorontalo Utara yang 

dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lainnya 

sepanjang tidak menerima penghasilan sejenis di 

instansi lainnya tersebut. 

(3) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang 

sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. 

KABAN KABAG 
KEUANGAI^ HUKUM 

A S S / y SEKDA WABUP 
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Pasal 3 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara, dan 

Anggota DPRD sebagaimana d imaksud dalam P a s a l 1 

yaitu sebesar penghasi lan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) 

bulan sebelum bulan Hari Raya . 

(2) Dalam hal penghasi lan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) b u l a n 

sebelum bulan Hari Raya sebaga imana d i m a k s u d pada 

ayat (1) belum d ibayarkan sebesar penghas i l an yang 

s e h a r u s n y a diterima karena b e r u b a h n y a penghas i l an , 

k e p a d a y a n g b e r s a n g k u t a n tetap d i b e r i k a n selisih 

kekurangan Tun jangan Hari R a y a . 

(3) Penghasi lan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

diber ikan bagi PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD 

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 

jabatan atau t u n j a n g a n u m u m ; 

(4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan t u n j a n g a n j a b a t a n 

a tau tunjangan umum sebagaimana d i m a k s u d pada 

ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan 

tunjangan jabatan atau t u n j a n g a n umum sebaga imana 

diatur dalam p e r a t u r a n perundang-undangan 

mengena i gaji; 

(5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak termasuk jenis tunjemgan bahaj^a, tunjangan 

resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau 

tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan 

kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, 

insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, 

tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain 

yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau 

tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau 

peraturan internal kementerian/lembaga dan 

penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) 

(6) Penghasi lan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) t idak 

d i k e n a k a n potongan i u r a n dan/atau potongan la in 

'SEKDA WABUP 
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b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n p e r a t u r a n perundang-

u n d a n g a n , 

(7) Potongan lain b e rdasa rkan ke t en tuan pe ra tu ran 

pe rundang -undangan sebagaimana d imaksud p a d a 

ayat (6) ada lah potongan lain selain potongan pajak 

penghasi lan. 

(8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan ditanggung 

pemerintah Daerah. 

Pasal 4 

(1) Dalam ha l PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD 

mener ima lebih dari 1 (satu) penghasi lan sebagaimana 

d imaksud dalam P a s a l 3 maka Tun jangan Hari Raya 

diber ikan salah satu yang j u m l a h n y a lebih besar. 

(2) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 

(satu) Tun jangan Hari Raya m a k a ke leb ihan 

pembayaran tersebut m e r u p a k a n u tang diwajibkan 

mengemba l ikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Pener ima gaji t e r u s a n dari PNS a t a u Pejabat Negara 

yang meninggal d u n i a a t au tewas diber ikan T u n j a n g a n 

Har i Raya yaitu sebesar penghas i lan 1 (satu) bulan gaji 

t e r u s a n pada 2 (dua) bulan sebe lum b u l a n Hari Raya , 

(2) Pener ima gaji dari PNS a t a u Pejabat Negara yang 

d i n y a t a k a n hilang diber ikan Tun jangan H a r i Raya 

yaitu sebesar penghasi lan 1 (satu) b u l a n pada 2 (dua) 

bu lan sebelum b u l a n Hari Raya . 

(3) P e m b a y a r a n T u n j a n g a n Hari Raya sebagaimana 

d i m a k s u d pada ayat (1) dan ayat (2) d ibebankan pada 

S K P D M a s i n g - M a s i n g tempat PNS a t a u Pejabat 

Negara bekerja. 
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Pasal 6 

Terhadap Tun jangan Hari Raya d i l a k u k a n pembu la tan 

sebagaiman mes t inya . 

Bagian Kedua 

Pembayaran 

Pasa l 7 

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan 

Anggota DPRD dibayarkan paling cepat tanggal 20 Mei 

Tahun 2019. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari 

Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

(3) Tunjangan Hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan Mei 

Tahun 2019. 

(4) Pembayaran tunjangan Hari raya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD 

Tahun Anggaran 2019. 

BAB 111 

GAJ I DAN TUNJANGAN KETIGA B E L A S 

Bagian Kesatu 

Pemberian 

Pasal 8 

(1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Gaji, dan 

Tunjangan Ketiga belas. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk : 

a. PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo Utara; 

b. PNS/CPNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan 

/diperbantukan pada instansi pemerintah ; 

c. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi 

lainnya sepanjang tidak menerima penghasilan sejenis di 

instansi lainnya tersebut. 

(3) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang 

KABAN 
KEUANGAN^ 

KABAG 
HUKUM 

SEKDA WABUP 

3 2 - 3 
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Pasal 9 

( l )Tunjangan Ketiga belas bagi PNS, Pejabat Negara, dan 

Anggota DPRD, sebagaimana d imaksud dalam P a s a l 1 

yaitu sebesar penghasi lan B u l a n J u n i . , 

(3) Penghasi lan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

diber ikan bagi PNS d a n Pejabat Negara, Anggota DPRD 

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 

jabatan atau t u n j a n g a n u m u m sebaga imana diatur 

dalam p e r a t u r a n perundang-undangan mengena i 

gaji; 

(6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan 

resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau 

tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan 

kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, 

insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, 

tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain 

yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau 

tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau 

peraturan internal kementerian/lembaga dan 

penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) 

(7) Penghasi lan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) t idak 

d i k e n a k a n potongan i u r a n dan/atau potongan la in 

b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n p e r a t u r a n perundang-

u n d a n g a n , 

(8) Potongan lain b e rdasa rkan ke tentuan p e r a t u r a n 

pe rundang -undangan sebagaimana d imaksud p a d a 

ayat (7) ada lah potongan lain selain potongan pa jak 

penghasi lan. 

(9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan ditanggung 

pemerintah. 

KABAN 
KEUAN 

KABAG 
GAKI H U K U M 
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Pasal 10 

(1) Dalam ha l PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD 

mener ima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Ketiga Be las 

sebaga imana d i m a k s u d dalam P a s a l 9 maka Tunjangan 

Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih 

besar. 

(2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD 

menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Ketiga Be las 

m a k a ke leb ihan pembayaran tersebut m e r u p a k a n 

u tang diwajibkan mengemba l ikan kepada Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Bagian Kedua 

Pembayaran 

Pasal 11 

(1) Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat 

Negara dan Anggota DPRD dibayarkan pada Bulan J u n i 

Tahun 2019. 

(2) Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yaitu sebesar penghasilan Bulan J u n i Tahun 

2019. 

(3) Pembayaran Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing 

DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 12 

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP , SPM dan S P 2 D 

T u n j a n g a n Hari R a y a mengacu pada pera turan 

perundang-undangan. 

KABAN I KABAG | ASS ll)/pSEKDA | WABUP 
KEUANGAp< HUKUM / / ^ ^ ^ ^ 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 

pada tanggal 1? UJtel 2019 

Diundangkan di Kwandang 

pada tanggal i] 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

RIDWAK YAStN, SH , MH 

BERITA IDAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 

KABAN 
KEUANGAN 

KABAG 
HUKUM 

'SEKDA WABUP 
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